
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  20 TAHUN 2020 

                 42007 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran 

penatausahaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; 
 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama 
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/ 
KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, serta dalam 

rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) 
serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian 

nasional, perlu adanya penyesuaian target pendapatan 
daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat 
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; 
 

 



Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pedapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 155); 

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;  

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan 

Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17); 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 655); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana 

Alokas Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19); 

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/ KMK.07/2020 
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020; 

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

lingkunganPemerintah Daerah; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 59); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 44), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2020 Nomor 13) ; 

 

 
 
 
 

 
 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 44 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 
2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri  
atas :  

1. Pendapatan   

a. Pendapatan Asli Daerah           Rp.    14.004.886.727.000,00 

b. Dana perimbangan                Rp.   11.880.806.529.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah           

yang sah                Rp.          84.864.455.000,00 

    Jumlah Pendapatan                 Rp.    25.970.557.711.000,00 

2. Belanja        

a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja pegawai                Rp. 5.671.739.489.000,00 

2) Belanja bunga                Rp.            0,00 

3) Belanja subsidi                Rp.            0,00 

4) Belanja hibah                Rp. 5.760.700.865.000,00 

5) Belanja bantuan sosial                Rp.      48.292.000.000,00 

6) Belanja bagi hasil kepada  

               Kabupaten/Kota                Rp. 5.256.741.202.000,00 

7) Belanja bantuan keuangan  

  Kepada Kabupaten/Kota  

  Dan Pemerintahan Desa          Rp.    2.169.569.542.000,00 

8) Belanja tidak terduga                 Rp.    1.988.003.130.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp.  20.895.046.228.000,00 

 

 



b. Belanja Langsung  

1) Belanja pegawai                         Rp.    1.046.158.481.000,00 

2) Belanja barang dan jasa         Rp.    3.824.687.328.000,00 

3) Belanja modal                Rp.    1.014.551.029.000,00 

 Jumlah belanja langsung                Rp     5.885.396.838.000,00 

   Jumlah Belanja                   Rp.  26.780.443.066.000,00 

   (Defisit)                                           (Rp.       809.885.355.000,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan                    Rp.        809.885.355.000,00) 

b. Pengeluaran           Rp.                                0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto                          Rp.        809.885.355.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

Berkenaan (SILPA)                                          Rp.         0 

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V diubah 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 13 Juli 2020 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

ttd 

 

GANJAR PRANOWO 

 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 13 Juli 2020 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 

 

        ttd 

 

HERRU SETIADHIE 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR  20 


